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KEJAKSAAN GELEDAH KANTOR KEMENAG DELI SERDANG TERKAIT 

DUGAAN KORUPSI DANA BOS 
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Deli Serdang (ANTARA) - Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Cabang 

Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli, melakukan penggeledahan di 

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 

“Hari ini tim penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Kemenag Deli Serdang, 

terkait penyidikan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” kata 

Kepala Cabjari Deli Serdang di Labuhan Deli Hamonangan Sidauruk, SH, MH, ketika 

dihubungi dari Medan, Senin (3/11). 

Ia menjelaskan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi 

dana BOS di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Yayasan Farhan Syarif Hidayah. 

“Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi dana BOS di MAS Yayasan Farhan 

Syarif Hidayah tahun anggaran 2022 sampai 2024,” tegasnya. 

Kasubsi Pidsus Cabjari Deli Serdang di Labuhan Deli, Putra Siregar, SH, 

menambahkan bahwa dana BOS yang bersumber dari anggaran Kementerian Agama 

tersebut diduga tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya untuk kegiatan 

operasional pendidikan. 

“Dana BOS tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya untuk kegiatan 

operasional pendidikan,” kata Putra. 

Sebelumnya, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di Yayasan Farhan 

Syarif Hidayah Madrasah Aliyah Swasta yang berlokasi di Jalan Orde Baru, Kecamatan 

Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. 

Dalam penggeledahan di Kantor Kemenag Deli Serdang, lanjut dia, pihaknya 

memeriksa sejumlah ruangan, termasuk bagian pendidikan madrasah dan keuangan, serta 

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/11/03/222024.jpg.webp


Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/ 

Putri Fitria 
2 

 

mengamankan berbagai dokumen administrasi untuk kepentingan penyidikan lebih 

lanjut. 

“Saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen,” 

jelas Putra. 

Terkait potensi kerugian negara, Putra menyebutkan bahwa perhitungannya masih 

dilakukan oleh tim ahli dari Kantor Akuntan Publik. 

“Jika ada perkembangan mengenai nilai kerugian negara maupun jumlah pihak 

yang diperiksa, akan kami sampaikan ke publik,” tutur Putra Siregar. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sumut.antaranews.com/berita/643725/kejaksaan-geledah-kantor-kemenag-

deli-serdang-terkait-dugaan-korupsi-dana-bos, 03 November 2025. 

2. https://medan.kompas.com/read/2025/11/04/143941778/kejari-geledah-kantor-

kemenag-deli-serdang-terkait-dugaan-korupsi-dana-bos, 04 November 2025. 

 

Catatan Berita: 

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001. 

Pasal 2  

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
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Pasal 18  

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : 

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang 

tersebut; 

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan 

harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 

tahun; 

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh 

atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh 

Pemerintah kepada terpidana. 

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita 

oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka 

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum 

dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan 

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 

 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 

Pasal 1  

Angka 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Angka 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan 

eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Angka 4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk 

mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya 

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

Pasal 55 

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari 

pertanggungiawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut 

telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan 

peniadaan pidana tersebut. 

 

Pasal 603 

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 

II dan paling banyak kategori VI. 

 

Pasal 604  

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau 

Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 

 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah 

Pasal 1 

Angka 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS 

adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya 

operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan 
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khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi 

khusus nonfisik. 

Angka 2. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, 

penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban 

Dana BOS dan pengawasan Dana BOS. 

 


